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ABSTRAK 
 
Landreform meliputi perombakan pemilikan dan penguasaan tanah serta 
hubungan-hubungan dengan penguasaan tanah. Perombakan struktur pertanahan 
tidak hanya sekedar merubah pertanahan saja tetapi untuk meratakan jalan bagi 
perekonomian yang sehat dan untuk meletakkan dasar bagi pertumbuhan 
perekonomian sehingga adanya penghidupan yang layak bagi seluruh masyarakat 
pada umumnya dan masyarakat petani pada khususnya. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan redistribusi 
TOL di Desa Sambeng dan untuk mendeskripsikan kendala-kendala yang terjadi 
dan penyelesaiannya. Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris dan 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah field research atau penelitian 
lapangan yaitu penelitian yang menggunakan data primer dan sumber datanya 
diperoleh secara observasi dan wawancara. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program 
Redistribusi TOL di Desa Sambeng Kecamatan Bantarbolang tahun 2019 telah 
sesuai dengan PP Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah 
dan Pemberian Ganti Kerugian. 
Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan 
informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi dan semua pihak 
yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. 
Kata Kunci : Landreform, Redistribusi Tanah.  
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MOTTO 
 
  “Barang siapa yang bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhan 
tersebut untuk kebaikannya dirinya sendiri”. (Q.S. Al-Ankabut : 6) 
 “Hidup itu seperti bersepeda. Kalau kamu ingin menjaga 
keseimbanganmu, kamu harus terus bergerak maju”. (Albert Einstein). 
 Man jadda wa jadda. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
 Persoalan tanah merupakan masalah yang sangat kompleks karena 
menyangkut keseluruhan hidup manusia seperti produksi pertanian, taraf 
hidup keluarga tani, pemukiman penduduk dan lain sebagainya. 
Pentingnya arti tanah bagi kehidupan manusia adalah karena kehidupan 
manusia sama sekali tidak bisa dipisahkan dari tanah. Manusia hidup di 
atas tanah dan memperoleh bahan pangan dengan cara mendayagunakan 
tanah.
1
 Adanya pertambahan penduduk yang makin meningkat dengan 
luas tanah pertanian yang semakin sempit maka sudah semestinya tanah 
yang ada diatur penggunaannya agar benar-benar bermanfaat bagi 
masyarakat. Sebagai realisasi dari ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang - 
Undang Dasar 1945 maka dalam rangka peningkatan penggunaan dan 
penguasaan atau pemilikan tanah pertanian dimana penduduk Indonesia 
bermata pencaharian sebagai petani, perlu mendapat perhatian dari 
pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. 
 Berdasarkan hal tersebut, dibutuhkan program landreform guna 
mengatur penggunaan tanah, sehingga penghalang yang timbul akibat 
ketimpangan dalam soal pemilikan tanah pertanian dapat diatasi. Pada 
dasarnya program landreform menuntut adanya keadilan sosial dalam 
                                                             
1
  Kertasapoetra, Hukum Tanah Jaminan UUPA bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah, 
Jakarta: Bina Aksara, 1984, hlm. 1. 
2 
 
 
penguasaan tanah pertanian, emansipasi para petani, dan pembangunan 
sosial ekonomi yang merata pada seluruh masyarakat. Landreform 
merupakan salah satu sarana untuk memperbaiki kehidupan rakyat tani dan 
oleh karena itu tujuan utama yang hendak dicapai adalah meliputi tujuan 
ekonomi, tujuan politis dan mental psikologis.
2 
Landreform meliputi perombakan pemilikan dan penguasaan tanah 
serta hubungan-hubungan dengan penguasaan tanah. Perombakan struktur 
pertanahan tidak hanya sekedar merubah pertanahan saja tetapi untuk 
meratakan jalan bagi perekonomian yang sehat dan untuk meletakkan 
dasar bagi pertumbuhan perekonomian sehingga adanya penghidupan yang 
layak bagi seluruh masyarakat pada umumnya dan masyarakat petani pada 
khususnya. 
 Pengaturan penguasaan tanah obyek landreform secara swadaya 
adalah Redistribusi Tanah Obyek Landreform (TOL) oleh pemerintah 
yang ditunjang partisipasi secara aktif dan dibiayai oleh petani penerima 
redistribusi tanah tersebut. Redistribusi tanah atau pembagian tanah 
sekaligus pemberian Sertipikat Hak Milik kepada para petani yang tidak 
bertanah merupakan program dan kebijaksanaan pemerintah dalam rangka 
pemerataan dan pengurangan kesenjangan pemilikan tanah, sebagai mana 
yang terkandung dalam ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria 
(UUPA) No 5 tahun 1960. Sejak diterbitkannya Surat Keputusan 
Redistribusi Tanah Objek Landreform, selambat-lambatnya tiga bulan 
                                                             
2
  Sulaeman, Redistribusi Tanah Obyek Landreform dan Permasalahannya, Jakarta: Jurnal Ilmiah 
Badan Pertanahan, 1993, hlm. 1-2. 
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setelah diterbitkannya Surat Keputusan Redistribusi Tanah Objek 
Landreform. Surat Keputusan Redistribusi gugur apabila dalam jangka 
waktu dua (2) tahun tanah tersebut tidak didaftarkan ke Kantor Pertanahan 
setempat, maka tanah itu akan kembali menjadi tanah Negara. 
 Pelaksanaan Program Redistribusi Tanah Obyek Landreform 
disamping untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemiliknya 
dan membantu masyarakat petani golongan ekonomi lemah untuk 
memperoleh tanah dan mensertipikatkannya dengan biaya murah karena 
adanya subsidi dari pemerintah. Adapun tujuan Redistribusi Tanah Obyek 
Landreform adalah terciptanya pengaturan dan penataan penguasaan, 
pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah secara optimal dan 
berkeadilan serta meningkatkan pembagian tanah kepada para petani 
penggarap yang sanggup berperan dalam pelaksanaannya dalam rangka 
meningkatkan kesejahteraan. Pelaksanaan program tersebut juga bertujuan 
menertibkan administrasi dan menertibkan hukum pertanahan, dan dengan 
alasan bahwa; 
1. Banyaknya masyarakat tani yang belum mempunyai tanah; 
2. Banyaknya masyarakat tani miskin yang tidak mampu membayar 
biaya pengurusan Sertifikat. 
3. Untuk menertibkan kedudukan hukum dari pada tanah-tanah yang 
dikerjakan atau diusahakan baik oleh para petani, badan usaha, 
perusahaan-perusahaan maupun oleh pemerintah itu sendiri sesuai 
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dengan pertimbangan-pertimbangan keadilan kemanusiaan dan sosial 
ekonomi. 
4. Membantu para petani penggarap atau buruh tani untuk mendapat kan 
Hak Milik Atas Tanah dan tanda bukti hak yang berupa Sertipikat 
dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidupnya. 
5. Tujuan utama dari Redistribusi Tanah Obyek Landreform adalah untuk 
memperbaiki keadaan sosial petani dengan cara mengadakan 
pembagian tanah yang adil dan merata atas sumber kehidupan 
masyarakat petani berupa tanah melalui pemberian Hak Milik Atas 
Tanah pertanian, sehingga diharapkan dengan pembagian tanah 
tersebut dapat dicapai kesejahteraan yang adil dan merata. 
6. Pemantapan stabilitas dinamis penguasaan dan penggunaan tanah 
obyek landreform. 
7. Untuk mensukseskan reforma agraria. 
Kabupaten Pemalang sebagai salah satu Kabupaten di Provinsi 
Jawa Tengah yang melaksanakan Program Redistribusi Tanah Obyek 
Landreform, karena masih banyak petani golongan ekonomi lemah yang 
menggarap tanah Negara dan tidak mampu mensetifikatkan tanahnya 
karena keterbatasan dana. Kegiatan ini juga bertujuan untuk 
mensukseskan Program Pembaharuan Agraria Nasional yang sedang 
dilaksanakan Pemerintah. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai 
apakah program Redistribusi Tanah Obyek Landreform di Kabupaten 
Pemalang mampu mendorong pemerataan pemilikan tanah, dan untuk 
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mengetahui pola yang diterapkan serta upaya Kantor Pertanahan 
Kabupaten Pemalang dalam mewujudkan pemerataan pemilikan tanah. 
Sebagian besar masyarakat di Kabupaten Pemalang khusunya di 
Desa Sambeng Kecamatan Bantarbolang bekerja sebagai petani, dalam 
rangka untuk meningkatkan kesejahteraan para petani pemerintah telah 
melaksanakan kegiatan redistribusi tanah yang diberikan dengan status 
Hak Milik. Dengan kegiatan tersebut diharapkan kepastian hukum hak 
atas tanah terjamin, sehingga produktivitas tanah akan meningkat dan 
usaha pemanfaatan tanah akan berkembang. 
Berdasarkan uraian di atas penulis merasa tertarik untuk 
mempelajari dan memahami mengenai segala sesuatu yang berkaitan atau 
berhubungan dengan pelaksanaan redistribusi tanah. Oleh karena itu 
penulis menuangkan dalam skripsi yang berjudul : 
“PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH OBYEK 
LANDREFORM DI DESA SAMBENG KABUPATEN 
PEMALANG”. 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimanakah pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform di 
Desa Sambeng Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang? 
2. Apa kendala dan bagaimana solusi yang dihadapi dalam pelaksanaan 
Redistribusi Tanah Obyek Landreform di Desa Sambeng Kecamatan 
Bantarbolang Kabupaten Pemalang? 
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C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mendeskripsikan Pelaksanaan Redistribusi TOL di Desa 
Sambeng Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang. 
2. Untuk mendeskripsikan kendala-kendala yang terjadi dan 
penyelesaiannya. 
D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis 
a. Untuk menambah pemahaman pengembangan ilmu dalam bidang 
pertanahan. 
b. Memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu 
pengetahuan bidang hukum agrarian khususnya dalam hal 
pelaksanaan program Redistribusi Tanah Obyek Landreform di 
Kabupaten Pemalang. 
2. Manfaat Praktis 
a. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang 
pelaksanaan program Redistribusi TOL. 
b. Untuk memberikan referensi kepada masyarakat dan instansi yang 
berwenang perihal upaya-upaya yang harus dilakukan dalam 
mengatasi kendala yang timbul pada pelaksanaan program 
Redistribusi TOL. 
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E. Tinjauan Pustaka 
Referensi-referensi yang membahas mengenai isu agraria masih 
dirasa kurang untuk mendalami masalah tanah secara gamblang, terutama 
menjelaskan masyarakat pertanian. Ada beberapa penelitian dan karya 
ilmiah terdahulu yang mengkaji mengenai agraria antara lain : 
Tesis Normansyah yang berjudul “Pelaksanaan Redistribusi Tanah 
Pertanian dan Pensertipikatannya di Desa Sungai Pantai Kecamatan 
Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan. 
Tesis ini membahas pelaksanaan Redistribusi Tanah di Provinsi 
Kalimantan Selatan dengan menggunakan pendekatan yuridis-empiris, 
bahwa dalam proses pelaksanaan redistribusi sesuai dengan peraturan yang 
berlaku. Namun kendalanya terdapat pada pemahaman masyarakat yang 
masih minim berkaitan dengan hal redistribusi tanah.
3
 
Skripsi Juli Kurniawan dengan judul “Redistribusi Tanah Negara 
di Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan 
Timur.” Skripsi ini meneliti dengan menggunakan hukum empiris yang 
mengkaji pelaksanaan Redistribusi Tanah Negara di Kecamatan Bengalon 
Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur. Penulisan ini meneliti 
aspek teknis dari penguasaan tanah pertanian dalam redistribusi tanah yang 
dilakukan di wilayah tersebut.
4
 
                                                             
3
  Normansyah, Pelaksanaan Redistribusi Tanah Pertanian dan Pensertipikatannya di Desa 
Sungai Pantai Kecamatan Rantau Badau Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan, 
Yogyakarta: Tesis tidak diterbitkan, S2 Magister Kenotariatan UGM, 2013. 
4
  Juli Kurniawan, “Redistribusi Tanah Negara di Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur 
Provinsi Kalimantan Timur”, Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, 2009. 
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Tesis dari Zulkarnain, mahasiswa Pascasarjana Program Studi Ilmu 
Hukum Universitas Sumatera Utara dengan judul “Pelaksanaan 
Redistribusi Obyek Landreform Berdasarkan Keputusan Menteri Agraria 
Nomor SK. 24/HGU/65 di Kabupaten Langkat”. Tesis ini membahas 
bagaimana prosedur pelaksanaan redistribusi obyek landreform 
berdasarkan Keputusan Menteri Agraria Nomor SK.24/HGU/65 di 
Kabupaten Langkat. Bahwa penelitian tersebut disarankan kepada Kantor 
Pertanahan Kabupaten Langkat untuk meninjau keberadaan peta obyek 
landreform yang ditegaskan dengan Keputusan Menteri Agraria No. 
SK.24/HGU/65 tanggal 10-6-1965 secara hirarki. Kegiatan redistribusi 
tanah perlu dibenahi dan dikembangkan karena untuk pertanian dengan 
dana dari pemerintah dan swadaya masyarakat. Jika keputusan menteri 
tersebut dipertahankan, sebaiknya dilakukan inventarisasi kembali, baik 
mengenai subyek, obyek dan petanya agar tidak perlu terjadi lagi tumpang 
tindih.
5
 
Keseluruhan penelitian di atas cukup baik dan lengkap dalam 
menjelaskan dinamika dan proses pelaksanaan Landreform. Sayangnya 
sebagian besar lebih banyak ditekankan pada aspek kesejarahan yang 
terkesan “datar”. Hal ini karena dalam membahan Landreform, para 
penulis lebih banyak mengambil bentuk naratif dalam menyajikan 
dinamika reforma agraria. 
                                                             
5
  Lihat Penelitian Zulkarnain, Pelaksanaan Redistribusi Obyek Landreform Berdasarkan 
Keputusan Menteri Agraria Nomor SK.24/HGU/65 Di Kabupaten Langkat, Tesis PPs USU, 
Medan, 2004. 
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Dari penelitian di atas, mencari dan membandingkan dengan judul 
yang akan diteliti penulis, tentunya terdapat persamaan, yakni pada proses 
pelaksanaan redistribusi tanah obyek landreform. Namun, ada perbedaan 
yang terdapat pada pelaksanaan tempat obyek dan subyek penelitian dan 
studi kasus yang terjadi di Desa Sambeng Kecamatan Bantarbolang 
Kabupaten Pemalang. Sehingga terdapat keaslian dalam penelitian yang 
dilakukan penulis. 
F. Metode Penelitian 
Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang 
didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang 
bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu 
dengan jalan menganalisanya. Disamping itu, juga diadakan pemeriksaan 
yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian 
mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang 
timbul di dalam gejala yang bersangkutan.
6
 Dengan demikian kegiatan 
penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai 
pelaksanaan Redistribusi TOL di Kabupaten Pemalang. 
1) Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam skripsi 
“Pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform di Desa Sambeng 
Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang” merupakan Penelitian 
                                                             
6
  H. Zainudin Ali, M.A, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 18. 
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Lapangan atau field research yaitu penelitian yang menggunakan data 
primer dan sumber datanya diperoleh secara observasi dan wawancara. 
2) Pendekatan Penelitian 
Penelitian ini merupakan pendekatan yuridis-empiris. 
Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan 
perundang-undangan terkait dengan redistribusi TOL. Sedangkan 
pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat 
sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan 
masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek 
kemasyarakatan.
7
 
3) Jenis dan Sumber Data 
Sumber data pada penelitian ini berupa data premier dan data 
sekunder. 
 Data premier adalah data yang diperoleh secara langsung berupa 
keterangan-keterangan dan pendapat dari para responden dan 
kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan melalui wawancara dan 
observasi.
8
 Wawancara merupakan metode yang paling efektif 
dalam pengumpulan data premier di lapangan.
9
 Penulis 
mendapatkan data melalui wawancara dengan Kepala Seksi 
Penataan Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang. 
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  Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, 
hlm. 43. 
8
  Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Bandung: Rajawali Pers, 2008, hlm. 15. 
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  Suratman dan H. Phillips Dillah, Metode Penelitian Hukum, Bandung: Alfabeta, 2013, hlm. 47. 
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 Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, literature, 
peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen yang 
berkaitan dengan penelitian ini. Sumber data sekunder yang 
digunakan adalah : 
1. Buku dan literatur yang berkaitan dengan agraria. 
2. Karya ilmiah atau hasil penelitian para sarjana di bidang 
Redistribusi Tanah. 
4) Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data merupakan cara yang dipakai untuk 
mengumpulkan informasi atau fakta-fakta di lapangan. Metode yang 
dipakai pada penelitian ini disesuaikan dengan fokus dan tujuan 
penelitian. Dalam pengumpulan data yang dilakukan, ada beberapa 
metode yang digunakan yaitu : 
a. Studi Lapangan (Field Research) 
Studi Lapangan merupakan tinjauan langsung yang 
dilakukan penulis ke Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang dan 
desa yang mendapatkan alokasi Redistribusi TOL yang menjadi 
obyek penelitian dengan tujuan untuk memperoleh data-data yang 
terbarukan. Pada studi lapangan, penulis melakukan penelitian 
dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. 
Observasi merupakan pengamatan langsung dan pencatatan 
secara sistematis dan teliti terhadap pelaksanaan Redistribusi TOL 
di Kabupaten Pemalang. Observasi dimaksudkan untuk 
12 
 
 
memperoleh gambaran yang lebih tentang kehidupan sosial di 
Kabupaten Pemalang. Wawancara merupakan bentuk komunikasi 
secara langsung. Metode pengumpulan data yang digunakan 
melalui wawancara dimaksud untuk mendapatkan informasi secara 
lisan dari pihak yang dianggap mampu memberikan keterangan. 
Dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan melalui benda-
benda tertulis sehingga penulis mencatat suatu data-data yang ada 
di Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang yang berkaitan dengan 
program Redistribusi TOL. 
5) Metode Analisis Data 
Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan 
mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar 
sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja 
seperti yang disarankan oleh data.
10
 Data yang diperoleh baik dari studi 
lapangan maupun studi dokumen pada dasarnya merupakan data 
tataran yang dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu dengan 
dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya 
dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, 
kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang 
bersifat umum menuju yang bersifat khusus. 
Setelah seluruh data berhasil dikumpulkan dan lengkap, tahap 
selanjutnya adalah melakukan analisis data. Analisis ini diharapkan 
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 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006, 
hlm. 103. 
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agar data yang diperoleh dapat menjawab segala permasalahan yang 
mendasari penelitian ini. Secara umum analisa dimaksudkan untuk 
memberikan penjelasan dan menginterprestasikan secara rasional 
sistematis menuju cara berfikir yang deduktif-induktif yang sesuai 
dengan kaidah dalam penyusunan karya ilmiah. Tujuan utama dari 
analisis data adalah untuk meringkaskan data dalam bentuk yang 
mudah dipahami dan mudah ditafsirkan, sehingga hubungan antara 
problem penelitian dapat dipelajari dan diuji.
11
 
G. Sistematika Penulisan 
Pada penelitian ini, penulis membagi empat (4) bab dan masing-
masing bab berisi sub-pembahasan, adapun rincian pembahasan sebagai 
berikut : 
Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang memuat latar 
belakang masalah yang menjadi alasan dalam penelitian ini. Rumusan 
masalah merupakan pokok permasalahan yang akan diangkat dalam 
sebuah penelitian ini. Tujuan penelitian dan manfaat penelitian, baik 
secara praktis maupun teoritis. Tinjauan pustaka memuat pendapat dan 
karya para sarjana yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti 
yaitu Pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform di Kabupaten 
Pemalang. Metode penelitian yang akan dipakai pada penelitian ini dan 
sistematika penulisan. 
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  Rusdi Poonam, Metodologi Penelitian Kualitatif, Yogyakarta: Lanarka Publisher, 2007, hlm. 
93. 
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Bab kedua, di dalam bab ini akan menyajikan tinjauan konseptual 
yang menguraikan landasan teori tentang landreform dan tinjauan tentang 
redistribusi tanah. 
Bab ketiga merupakan hasil penelitian dan pembahasan, yaitu 
analisis terhadap pelaksanaan program Redistribusi TOL di Desa Sambeng 
Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang, memuat gambaran secara 
umum Wilayah Desa Sambeng, profil Kantor Pertanahan Kabupaten 
Pemalang, hambatan-hambatan yang dihadapi pada pelaksanaan program 
Redistribusi TOL. 
Bab keempat adalah penutup, memuat kesimpulan dari seluruh 
pembahasan pada penelitian ini dan saran yang diharapkan dapat 
membantu menyelesaikan yang timbul pada pelaksanaan program tersebut. 
 15 
 
BAB II 
TINJAUAN KONSEPTUAL 
A. Tinjauan Umum Tentang Landreform 
1. Pengertian Tanah 
Dalam kamus besar Bahasa Indonesia menyebutkan pengertian 
tanah, yaitu permukaan bumi atau lapisan bumi yang diatas sekali; 
keadaan bumi disuatu tempat; permukaan bumi yang diberi batas; 
bahan-bahan dari bumi, bumi sebagai bahan sesuatu.
12
 Pengertian 
tanah juga diatur dalam Pasal 4 UUPA, yaitu : 
“Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang 
dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam 
hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat 
diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik 
sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta 
badan hukum.” 
 
Istilah tanah yang dimaksud dalam Pasal diatas adalah 
permukaan bumi. Makna permukaan bumi sebagai bagian dari tanah 
yang dapat dihaki oleh setiap orang atau badan hukum.
13
 Hukum 
Agraria Nasional membagi hak-hak atas tanah yang dapat dimiliki atau 
dikuasai secara langsung oleh seseorang atau badan hukum yang 
mempunyai waktu lama dan dapat dipindah tangankan kepada orang 
lain atau ahli warisnya. Kedua, hak-hak atas tanah yang bersifat 
sekunder merupakan hak-hak atas tanah yang bersifat sementara. 
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  Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Balai Pustaka Jakarta, 1992, hlm. 1133. 
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  Supriadi, Hukum Agraria, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 3. 
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Dikatakan sementara karena hak-hak tersebut dinikmati dalam waktu 
terbatas, lagi pula hak-hak itu dimiliki oleh orang lain. 
2. Pengertian Landreform 
Landreform berasal dari bahasa Inggris, yaitu land, yang 
artinya tanah dan reform yang artinya perubahan, perombakan. 
Landreform berarti perombakan terhadap struktur pertanahan, akan 
tetapi sebenarnya yang dimaksudkan bukan hanya perombakan 
terhadap struktur penguasaan pertanahan, melainkan perombakan 
terhadap hubungan manusia dengan manusia berkenaan dengan tanah. 
Menurut Dorren Warrier, jika dilihat dari pengertian tersebut, bahwa 
pada dasarnya landreform memerlukan program redistribusi tanah 
untuk kepentingan pihak yang mengerjakan tanah dan pembatasan 
dalam hak-hak individu atas sumber-sumber tanah. Jadi landreform 
merupakan sebuah alat perubahan sosial dalam perkembangan 
ekonomi, selain merupakan manifestasi dari tujuan politik, kebebasan 
dan kemerdekaan suatu bangsa.
14
 
Pengertian landreform menurut ketentuan Undang-undang 
Pokok Agraria adalah dalam arti luas, dan perumusannya sesuai 
dengan pengertian landreform yang oleh Food and Agriculture 
Organization (FAO), yaitu suatu program tindakan yang saling 
berhubungan yang bertujuan untuk menghilangkan penghalang-
                                                             
14
  Dorren Warrier, landreform in principle and practice, colorado press, oxford, 1969, hlm. xii. 
lihat Arie Sukanti Hutagalung, Program Redistribusi Tanah di Indonesia, Suatu Sarana ke Arah 
Pemecahan Masalah Penguasaan Tanah dan Kepemilikan Tanah di Indonesia, CV Rajawali, 
Jakarta, 1985, hlm. 11 
17 
 
 
penghalang di bidang ekonomi, sosial yang timbul dari kekurangan-
kekurangan yang terdapat dalam struktur pertanahan. 
Sedangkan menurut Prof. Boedi Harsono bahwa definisi 
landreform terbagi dalam arti luas dan sempit yaitu : 
a. Pembaharuan hukum agraria, melalui unifikasi hukum yang 
berkonsepsi nasional dan pemberian jaminan kepastian hukum; 
b. Penghapusan hak-hak asing dan konsesi-konsesi kolonial atas 
tanah; 
c. Mengakhiri penghisapan feodal secara berangsur-angsur; 
d. Perombakan pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan-
hubungan hukum yang bersangkutan dengan penguasaan tanah 
dalam mewujudkan pemerataan kemakmuran dan keadilan; 
e. Perencanaan dan persediaan dan peruntukan bumi, air dan 
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya serta penggunaannya 
secara terencana, sesuai dengan daya dukung dan kemampuannya. 
Landreform dalam arti sempit hanya mencakup program butir 
keempat adalah serangkaian tindakan dari Agrarian Reform yang 
meliputi perombakan mengenai pemilikan dan penguasaan tanah serta 
hubungan-hubungan hukum yang bersangkutan dengan 
penguasaannya. Jelaslah bahwa landreform dalam arti sempit 
merupakan bagian dari landreform dalam arti luas. Landreform dalam 
arti sempit inilah yang kemudian dikenal dengan redistribusi tanah. 
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3. Tujuan Landreform 
Landreform sebagai pelaksana dari berjalannya hukum agrarian 
nasional tidak serta merta dilaksanakan tanpa dilandasi sebuah tujuan 
yang mendasar. Menurut Efendi Perangin, bahwa tujuan landreform 
yang diselenggarakan di Indonesia adalah untuk mempertinggi 
penghasilan dan taraf hidup para petani penggarap tanah, sebagai 
landasan atau persyaratan untuk menyelenggarakan pembangunan 
ekonomi menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan 
Pancasila.
15
  
Landreform merupakan upaya dalam melakukan perubahan 
pada proses pemilikan atas tanah dan pelaksanaannya berkaitan erat 
dengan kemauman politik suatu negara, sehingga World Bank juga 
memberikan pengertian mengenai landreform dalam berbagai pola 
penguasaan dan pemilikan tanah diberbagai masyarakat. Bahwa pada 
dasarnya pola ini ada karena berbagai faktor, yaitu : (1) sistem dan 
situasi politik; (2) struktur ekonomi; (3) sistem sosial; (4) sistem 
hukum; (5) sistem demografi; (6) sistem pertaniannya; (7) basis 
sumber daya nasional masing-masing. 
Menurut Russel King, bahwa tujuan diadakannya landreform 
adalah : a) untuk menyempurnakan adanya pemerataan tanah. Ada dua 
dimensi untuk tujuan ini, pertama adanya untuk menciptakan 
pemerataan hak atas tanah diantara para pemilik tanah. Hal ini dapat 
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  Efendi Perangin, Hukum Agraria Di Indonesia, Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi 
Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, hlm. 122. 
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dilakukan dengan intensif, yaitu dengan redistribusi tanah; kedua untuk 
mengurangi perbedaan pendapat. b) untuk meningkatkan dan 
memperbaiki daya guna penggunaan tanah.
16
 
Selain itu, mengenai tujuan diadakannya program landreform 
di Indonesia dapat diklasifikasikan menjadi dua (2) bagian, yaitu 
tujuan secara umum dan tujuan secara khusus. Secara umum tujuan 
landreform adalah untuk mempertinggi taraf hidup dan penghasilan 
petani penggarap sebagai landasan pembangunan ekonomi menuju 
masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila. Sedangkan secara 
khusus landreform di Indonesia diarahkan agar dapat mencapai tiga 
aspek sekaligus, yaitu : 
1) Tujuan Sosial Ekonomis 
a. Memperbaiki keadaan sosial ekonomi rakyat dengan 
memperkuat hak milik serta memberi isi dan fungsi sosial pada 
Hak Milik. 
b. Memperbaiki produksi nasional khusunya sektor pertanian 
guna mempertinggi penghasilan dan taraf hidup rakyat. 
2) Tujuan Sosial Politis 
a. Mengakhiri sistem tuan tanah dan menghapuskan pemilikan 
tanah yang luas. 
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  Russel King, Landreform: A World Survey, West Ner Opress, Boulder, Colorado, 1997, lihat 
Arie Sukanti Hutagalung, Op. Cit. hlm 14. 
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b. Mengadakan pembagian yang adil atas sumber-sumber 
penghidupan rakyat tani berupa tanah dengan maksud ada 
pembagian yang adil. 
3) Tujuan Mental Psikologis 
a. Meningkatkan kegairahan kerja bagi para petani penggarap 
dengan jalan memberikan kepastian hak mengenai kepemilikan 
tanah. 
b. Memperbaiki hubungan kerja antara pemilik dan 
penggarapnya.
17
 
Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa tujuan inti dari 
program landreform khususnya redistribusi tanah ialah menguatkan 
atau kejelasan hak kepemilikan suatu tanah, dalam penguasaan dan 
pemanfaatan tanah. 
4. Pelaksanaan Landreform 
Pada dasarnya landreform memerlukan program redistribusi 
tanah untuk keuntungan pihak yang mengerjakan tanah dan 
pembatasan dalam hak-hak individu atas sumber-sumber tanah. 
Pelaksanaan program landreform merupakan upaya yang dilakukan 
oleh setiap negara untuk melakukan perubahan dalam proses pemilikan 
dan peningkatan produktifitas atas tanah. Kebijakan landreform adalah 
kebijakan yang harus dilakukan agar dilema pembangunan ekonomi 
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  Soeprapto. R. UUPA dalam Praktek, Jakarta,  1986, hlm. 123. 
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disuatu negara agraris tidak terhambat. Di Indonesia program 
landreform meliputi : 
a. Pembatasan luas maksimum penguasaan tanah; 
b. Larangan pemilikan tanah secara absentee; 
c. Redistribusi tanah-tanah yang selebihnya dari batas maksimum; 
d. Pengaturan soal pengembalian dan penebusan tanah-tanah yang 
digadaikan; 
e. Pengaturan kembali perjanjian bagi hasil tanah pertanian; 
f. Penetapan luas minimum pemilikan tanah pertanian disertai 
larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang 
mengakibatkan pemecahan pemilikan tanah-tanah pertanian 
menjadi bagian-bagian yang terlampau kecil.
18
 
B. Tinjauan Tentang Penguasaan Dan Pemilikan Tanah Di Indonesia 
1. Pengertian Penguasaan dan Pemilikan Hak-Hak Tanah 
Pengertian “penguasaan” dan “menguasai” dapat dipakai dalam 
arti fisik dan arti yuridis.
19
 Pengertian yuridis dilandasi hak yang 
dilindungi oleh hukum dan umumnya memberi kewenangan kepada 
pemegang hak untuk menguasai secara fisik tanah yang dihaki. 
Pengertian penguasaan dan menguasai tersebut dipakai dalam arti 
perdata Dalam UUD 1945 dan UUPA pengertian “dikuasai” dan 
“menguasai” dipakai dalam arti publik, seperti yang dirumuskan dalam 
pasal 2 UUPA. Pengertian yuridis yang beraspek perdata, terdiri atas 
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 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok 
Agraria, Isi dan Pelaksanaannya), Djambatan, Jakarta, 2008, hlm. 185. 
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  Ibid, hlm. 19. 
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hak tanah seperti : hak milik (pasal 20), hak guna usaha dan hak 
jaminan atas tanah yang disebut hak tanggungan (Pasal 23, 33, 39 dan 
51). Sedangkan hak menguasai negara yang sifatnya hukum publik 
merupakan hak menguasai negara yang meliputi semua tanah tanpa 
ada terkecualinya.  
Kemudian arti hak milik atas tanah adalah hak turun-temurun 
terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai atas tanah dengan mengingat 
fungsi sosial.
20
 Terkuat dan terpenuhi tidak berarti hak milik, hak yang 
mutlak dan tidak dapat diganggu gugat seperti hak eigendom yang asli. 
Namun pengertian tersebut menunjukkan bila dibandingkan dengan 
hak lain, hak milik adalah hak yang paling kuat dan paling penuh. 
Adapun sifat-sifat hak milik adalah: 
a. Merupakan tanah yang terkuat dan terpenuh. 
b. Bersifat turun-temurun, artinya dapat diwariskan oleh si empunya 
tanah. 
c. Dapat menjadi induk atas hak-hak atas tanah lain, artinya bahwa 
hak milik tersebut dapat dibebani oleh Hak Guna Bangunan, Hak 
Sewa dan Hak Gadai. 
d. Dapat dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan. 
e. Dapat dijual atau ditukar dengan benda lain atau dihibahkan dan 
diberikan secara wasiat. 
f. Dapat diwakafkan. 
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  Achmad Chuleemi, Hukum Agraria Perkembangan Macam-macam Hak Atas Tanah dan 
Pemindahannya, FH. Undip, Semarang, 1995, hlm. 59. 
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g. Yang memiliki hak milik sesuai dengan Pasal 21 Undang-Undang 
Pokok Agraria adalah: 
1) Hanya warga Negara Indonesia yang dapat mempunyai Hak 
Milik; 
2) Oleh pemerintah ditetapkan badan-badan yang dapat 
mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya; 
3) Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-Undang ini 
memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau 
pencampuran harta karena perkawinan, demikian pada warga 
negara Indonesia yang mempunyai hak milik setelah 
berlakunya Undang-Undang ini kehilangan 
kewarganegaraannya, wajib melaporkan hak itu dalam jangka 
waktu satu tahun sejak diperoleh hak milik itu tidak dilepaskan, 
maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh 
pada negara dan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang 
membebani tetap berlangsung. 
4) Selama seseorang yang memiliki kewarganegaraan lain selain 
sebagai warga negara Indonesia, maka ia tidak dapat 
mempunyai tanah dengan hak milik dan baginya berlaku 
ketentuan dalam ayat (13) pasal ini. 
Pada prinsipnya, hanya Warga Negara Indonesia tunggal yang 
boleh mempunyai tanah dengan Hak Milik (Pasal 21 ayat (1) jo ayat 
(4) Undang-Undang Pokok Agraria). 
24 
 
 
Menurut Boedi Harsono hapusnya Hak Milik dikarenakan oleh 
hal-hal sebagai berikut: 
a. Pencabutan hak berdasarkan Pasal 18 UUPA 
b. Penyerahan suka rela oleh pemiliknya 
c. Ditelantarkan 
d. Ketentuan Pasal  21 ayat (3) dan Pasal 26 ayat (2). 
2. Penguasaan dan Pemilikan Tanah Di Indonesia 
Lahirnya UUPA 1960 mengakhiri dualisme hukum agraria 
yang ada sebelumnya dan berlaku di Indonesia, yakni Hukum Tanah 
Barat yang didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
(KUHPerdata) dan Hukum Tanah Adat yang didasarkan pada prinsip-
prinsip adat. UUPA yang mulai berlaku pada tanggal 24 September 
1960 ini memuat hak-hak yang merupakan perubahan yang 
fundamental terhadap stelsel hukum agraria lama. Dengan UUPA ini 
telah dijadikan tidak berlaku lagi banyak peraturan-peraturan di bidang 
hukum agraria. Beberapa tujuan penting dari perubahan ini adalah 
penyatuan undang-undang agraria untuk menghilangkan sistem 
dualistik yang membedakan antara hak-hak agraria yang penegasannya 
terdapat dalam lampiran Ketetapan MPRS Nomor II/MPRS/1960.  
Dengan berakhirnya sifat dualisme hukum agraria yang ada 
tersebut maka bentuk dari penguasaan tanah juga mengalami 
perubahan. Dalam UUPA, negara adalah penguasaan tertinggi atas 
tanah. Hal ini terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) UUPA yang berbunyi: 
25 
 
 
“Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945 
bahwa bumi, air dan ruang angkasa beserta kekayaan alam 
yang terkandung di dalamnya pada tingkat tertinggi 
dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh 
rakyat.” 
 
Perkataan “dikuasai” dalam pasal ini menurut penjelasan 
UUPA bukan berarti dimiliki akan tetapi pengertian ini mengandung 
unsur memberi wewenang kepada negara sebagai organisasi kekuasaan 
dari bangsa Indonesia untuk : 
1. Mengatur dan menyelenggarakan penggunaan perembukan 
penggunaan persediaan dan pemeliharaannya. 
2. Menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas bumi, 
air dan ruang angkasa beserta kekayaan alam yang terkandung di 
dalamnya. 
3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara 
orang-orang dan perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan 
ruang angkasa. 
Jadi dengan kekuasaan negara dapat memberikan tanah kepada 
seorang atau badan hukum dengan sesuatu hak menurut keperluannya 
misal : hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak yang 
lainnya, dimana kewenangan negara untuk menguasai tanah tersebut 
semata-mata adalah untuk kepentingan masyarakat banyak. 
3. Penguasaan dan Pemilikan Tanah Menurut UUPA 1960- Sekarang 
UUPA merupakan undang-undang nasional pertama yang 
dirancang untuk mengganti Undang-undang Agraria Kolonial, yaitu 
26 
 
 
Argrariche Wet dan peraturan yang dipakai oleh pemerintahan Belanda 
yang mengatur soal pertanahan. Tujuan pokok dari diundangkannya 
UUPA 1960 adalah: 
a. Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional, 
yang merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, 
kebahagiaan dan keadilan bagi negara dan rakyat, terutama rakyat 
tani, dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur. 
b. Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan 
kesederhanaan dalam hukum pertanahan. 
c. Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum 
mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya. 
Penjelasan UUPA 1960 menyatakan bahwa, latar belakang dari 
tujuan pokok UUPA di atas adalah karena realitas pengaturan hukum 
agraria yang diwariskan oleh pemerintah jajahan sangat bertentangan 
dengan kepentingan rakyat atau bangsa, melahirkan sifat dualisme 
hukum agraria, dan tidak memberikan jaminan kepastian hukum bagi 
rakyat asli Indonesia. Semua itu harus dihapus dan digantikan dengan 
semangat yang didasarkan pada kepentingan rakyat dan bangsa 
berdasarkan UUD 1945. 
Dari penjelasan UUPA 1960 di atas, menjadi sedikit jelas 
bahwa undang-undang ini anti kapitalisme, dan sebaliknya ia memiliki 
semangat kerakyatan (populis). Cita-cita UUPA adalah melaksanakan 
perubahan secara mendasar terhadap hukum agraria yang ada agar 
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lebih menjadi adil dan memenuhi kepentingan rakyat. Ada tiga konsep 
dasar dalam UUPA 1960 yaitu: 
1. Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa 
didasarkan hukum adat. 
2. Eksistensi dan wewenang negara sebagai organisasi bangsa 
dinyatakan dalam HMN atas bumi, air dan ruang angkasa sebagai 
penjabaran Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang digunakan untuk 
mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 
3. Pelaksanaan program Landreform. 
Kembalinya dasar pangaturan hukum agraria kepada hukum 
asli Indonesia terdapat dalam Pasal 5 UUPA 1960, bahwa: 
Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang 
angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan 
dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan 
atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta 
dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-
undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, 
segala sesuatu dengan mengindahkan unsure-unsur hukum 
pada hukum agama. 
Kemudian dalam UUPA diatur dan sekaligus ditetapkan tata 
jenjang atau hirarki hak-hak penguasaan atas tanah dalam hukum tanah 
nasional kita, yaitu: 
1. Hak Bangsa Indonesia, yang disebut dalam Pasal 1, sebagai hak 
penguasaan tanah yang tertinggi beraspek perdata dan publik. 
2. Hak Menguasai dari Negara, yang disebut dalam Pasal 2, semata-
mata beraspek publik. 
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3. Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, yang disebut dalam Pasal 3, 
beraspek perdata dan publik. 
4. Hak-hak Perorangan/Individual, semuanya beraspek perdata, terdiri 
atas: 
a. Hak-hak atas tanah sebagai hak-hak individual yang semuanya 
secara langsung ataupun tidak langsung bersumber pada Hak 
Bangsa yang diubah dalam Pasal 16 dan 53. 
b. Hak jaminan atas tanah yang disebut “Hak Tanggungan” dalam 
Pasal 25, 33, 39, 51. 
Semua hak penguasaan atas tanah berisikan serangkaian 
wewenang, kewajiban dan atau larangan bagi pemegang haknya, untuk 
berbuat sesuatu mengenai tanah yang dihaki. 
Hak menguasai dari negara tidak memberikan kewenangan 
untuk menguasai tanah secara fisik dan menggunakannya seperti hak 
atas tanah, karena sifatnya semata-mata hukum publik, sebagai yang 
dirumuskan dalam Pasal 2. Jika ada yang memerlukan tanah untuk 
melaksanakan tugasnya, tanah yang bersangkutan akan diberikan 
kepadanya oleh negara selaku Badan Penguasa, melalui prosedur yang 
berlaku. Istilah dikuasai dalam Pasal 2 UUPA ini bukan berarti 
“dimiliki” istilah “dikuasai” ini berarti bahwa negara sebagai 
organisasi kekuasaan bangsa Indonesia diberikan wewenang untuk 
mengatur sesuatu yang berkenaan dengan tanah.  
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Berdasarkan Hak Menguasai tersebut, negara dapat 
menentukan macam-macam hak atas tanah yang dapat diberikan 
kepada orang-orang atau badan hukum. Pemilikan dan penguasaaan 
tanah menurut UUPA dibedakan menjadi dalam 2 kategori :  
1) Semua hak yang diperoleh langsung dari negara, disebut hak 
primer.  
2) Semua hak yang berasal dari pemegang hak atas tanah lain. 
berdasarkan pada perjanjian bersama disebut hak sekunder. 
Kedua kategori hak tanah tersebut di atas pada umumnya 
mempunyai persamaan dimana pemegangnya berhak untuk 
menggunakan tanah yang dikuasainya untuk dirinya sendiri atau untuk 
mendapat keuntungan dari orang lain melalui perjanjian dimana satu 
pihak memberikan hak sekunder pada pihak lain. 
Dalam Pasal 16 UUPA 1960 dapat ditemukan jenis-jenis hak 
atas tanah sebagai hak primer seperti : hak milik, hak guna usaha, hak 
guna bangunan, hak pakai. Dalam Pasal 16 UUPA itu juga ditemukan 
hak sekunder atas tanah seperti hak sewa, hak usaha bagi hasil, hak 
gadai dan hak menumpang. 
C. Tinjauan Umum Tentang Redistribusi Tanah Obyek Landreform 
1. Pengertian Redistribusi Tanah Obyek Landreform 
Istilah redistribusi dalam Bahasa Indonesia berasalah dari kata 
distribusi, dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia susunan W.J.S. 
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Poerwadarminta berarti pembagian barang-barang dan sebagainya 
kepada orang banyak atau beberapa tempat. 
Salah satu program yang memegang peranan penting dalam 
mewujudkan program landreform adalah pelaksanaan redistribusi 
tanah, berupa pengambilalihan tanah-tanah pertanian oleh pemerintah 
yang kemudian dibagikan kepada para petani penggarap yang tidak 
memiliki tanah. Obyek tanah redistribusi adalah tanah pertanian yang 
sudah berstatus tanah negara dan telah dinyatakan secara resmi oleh 
pemerintah atau BPN sebagai “tanah obyek landreform”.21 
Adapun sasaran dari redistribusi tanah yaitu membagi-bagikan 
kembali (Redistribusi) Tanah Obyek Landreform, yang selanjutnya 
diberikan Hak Milik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dana 
taraf hidup petani penggarap Tanah Obyek Landreform dengan 
harapan terwujudnya kepastian hukum dan kepastian Hak Atas Tanah 
bagi penerima redistribusi. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan 
Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang 
Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian. Dalam 
Pasal tersebut ditetapkan pula syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh 
mereka yang akan menerima redistribusi tanah, yaitu petani penggarap 
atau buruh tani yang berkewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal 
di Kecamatan tempat letak tanah yang bersangkutan dan kuat kerja 
dalam pertaninan. 
                                                             
21
  Herman Hermit, Cara Memperoleh Sertifikat Tanah, Tanah Hak Milik, Tanah Negara, Tanah 
Pemda dan Tanah Balik Nama, CV Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 162. 
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Dalam Redistribusi TOL kepada para petani, prioritas 
pertanahan diberikan kepada para penggarap yang mengerjakan tanah 
tersebut dan buruh tani tetap dari bekas pemilik tanah itu. Menurut 
pasal 8 PP No 224 tahun 1961 menentukan tanah-tanah landreform 
akan dibagikan dengan status Hak Milik kepada para petani yang 
bersangkutan menurut prioritas sebagai berikut: 
1. Penggarap adalah yang mengerjakan tanah yang bersangkutan; 
2. Buruh tani tetap pada bekas pemilik yang mengerjakan tanah yang 
bersangkutan; 
3. Penggarap yang belum sampai 3 tahun mengerjakan tanah yang 
bersangkutan; 
4. Penggarap yang mengerjakan tanah Hak Milik; 
5. Penggarap tanah yang oleh pemerintah diberi peruntukan lain; 
6. Penggarap yang tanah garapannya kurang dari 0,5 Ha.; 
7. Pemilik yang luas tanahnya kurang dari 0,5 Ha.; 
8. Petani buruh tanah lainnya. 
Prioritas utama juga diberikan kepada veteran dan janda 
pejuang kemerdekaan dan juga pihak-pihak yang mempunyai 
hubungan keluarga dengan bekas pemilik tanah, kecuali anak dan 
cucu. 
32 
 
 
Hakekatnya program redistribusi tanah obyek landreform 
merupakan tanah-tanah yang berstatus tanah negara, dan berasal dari 
dua (2) kemungkinan sebagai berikut
22
 : 
a. Tanah negara bebas, merupakan tanah yang berasal dari tanah 
bekas perkebunan swasta asing / perkebunan besar pada zaman 
pemerintahan Hindia Belanda yang dinasionalisasi oleh UUPA. 
Misalnya, bekas tanah hak erfpact atau Hak Guna Usaha (HGU). 
b. Tanah negara sebagai hasil pembebasan, merupakan tanah dengan 
pembayaran ganti rugi atas tanah-tanah kelebihan, tanah guntai dan 
tanah terlantar. 
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang 
Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian pada 
pasal 1 menyatakan bahwa tanah-tanah yang akan dibagikan sebagai 
Obyek landreform adalah : 
a. Tanah yang melebihi batas maksimum, yaitu tanah yang melebihi 
batas ketentuan yang boleh dimiliki oleh seseorang atau satu 
keluarga. Pasal 1 ayat (2) Undang-undang No. 56 Prp Tahun 1960 
tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian batas luas maksimum 
ditentukan perdaerah tingkat II dengan memperhatikan faktor 
jumlah penduduk, luas daerah, dan sebagainya. Daerah tersebut 
dibagi menjadi tiga, daerah tidak padat dengan kepemilikan 
                                                             
22
  Ibid hlm. 162-163. 
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maksimum 20 hektar, daerah cukup padat maksimum 9 hektar, dan 
daerah sangat padat maksimum kepemilikannya 6 hektar. 
b. Tanah absentee, ialah tanah pertanian yang pemiliknya berdomisili 
di luar kecamatan letak tanah dan kecamatan tersebut tidak 
berbatasan. 
c. Tanah bekas swapraja, yaitu tanah bekas wilayah kerajaan yang 
dengan UUPA beralih menjadi tanah negara. 
d. Tanah-tanah lain yang dikuasai langsung oleh negara yang 
ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria. 
2. Dasar Peraturan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Melalui Redistribusi 
Tanah Obyek Landreform 
Program pelaksanaan Redistribusi TOL didasarkan pada 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria. Mengenai penetapan dan pelaksanaannya, berpedoman 
pada Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang 
Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian; 
Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No. SK/30/Ka/1962; 
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 
tentang Pokok-Pokok Kebijaksanaan Dalam Rangka Pemberian Hak 
Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat; Keputusan Presiden 
No. 55 Tahun 1980 Mengenai Perincian Tugas dan Tata Kerja 
Pelaksanaan Landreform; Keputusan Badan Pertanahan Nasional 
Nomor 2 Tahun 1995 tentang Perubahan dan Penyempurnaan 
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Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1991 
tentang Pengaturan Penguasaan Tanah Obyek Landreform Secara 
Swadaya; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak 
Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai atas Tanah; 
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 
tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 
1997 tentang Pendaftaran Tanah; Peraturan Kepala Badan Pertanahan 
Nasional Nomor 11 Tahun 1997 tentang Penertiban Tanah-Tanah 
Obyek Redistribusi Landreform; Kepala Badan Pertanahan Nasional 
Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan 
Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara; Tap MPR 
No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan 
Sumber Daya Alam, Keputusan BPN Nomor 25 Tahun 2002 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Permohonan Penegasan Tanah Negara Menjadi 
Obyek Pengaturan Penguasaan Tanah/Landreform; Peraturan Kepala 
Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pelimpahan 
Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran 
Tanah Tertentu; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang (Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725; Peraturan 
Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang 
Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Tahun 2015 
Nomor 18). 
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3. Penentuan Obyek Redistribusi Tanah 
Obyek tanah yang diredistribusi adalah tanah hasil redistribusi 
obyek landreform lama yang secara prosedural telah dilaksanakan 
sesuai PP 224 tahun 1961 dengan cara mengidentifikasi tanah-tanah 
obyek landreform seperti tanah negara, tanah absentee dan sebagainya. 
Pelaksanaan program redistribusi tanah adalah diusulkan atau 
dialokasikan pada obyek redistribusi lama yang belum ditinjaklanjuti 
dengan pendaftaran haknya/sertipikasi. Jadi pada dasarnya lokasi 
sudah ditegaskan sebagai tanah obyek landreform pada pelaksanaan 
redistribusi terdahulu.  
D. Tinjauan Tentang Hak Atas Tanah 
1. Hak Milik 
Pengertian Hak Milik menurut Pasal 20 UUPA adalah turun-
temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah 
dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6 UUPA. 
Turun temurun artinya hak milik atas tanah dapat berlangsung 
terus selama pemiliknya masih hidup dan apabila pemiliknya 
meninggal dunia, maka hak miliknya dapat dilanjutkan oleh ahli 
warisnya sepanjang memenuhi syarat sebagai subyek hak milik. 
Terkuat artinya hak milik atas tanah lebih kuat bila 
dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain, tidak mempunyai batas 
waktu tertentu, mudah dipertanahankan dari gangguan pihak lain, dan 
tidak mudah hapus. 
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Terpenuh artinya hak milik atas tanah memberi wewenang 
kepada pemiliknya paling luas bila dibandingkan dengan hak atas 
tanah yang lain, dapat menjadi induk bagi hak atas tanah yang lain, 
tidak berinduk pada hak atas tanah yang lain, dan penggunaan 
tanahnya lebih luas bila dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain. 
Hak milik dapat terjadi melalui 3 cara sebagaimana disebutkan 
dalam Pasal 22 UUPA, yaitu : 
a. Hak Milik yang terjadi menurut hukum adat 
Hak milik terjadi dengan jalan pembukaan tanah atau terjadi karena 
timbulnya lidah tanah (aanslibing) yang timbul karena berbeloknya 
arus sungai atau tanah yang timbul di pinggir pantai dan terjadi dari 
lumpur yang makin lama makin tinggi dan mengeras. 
Pembukaan tanah adalah pembukaan tanah yang dilakukan secara 
bersama-sama dengan masyarakat hukum adat yang dipimpin oleh 
ketua adat melalui 3 sistem penggarapan yaitu matok sirah matok 
galeng, matok sirah gilir galeng, dan sistem bluburan.
23
  
b. Hak Milik terjadi karena penetapan pemerintah 
Hak milik ini terjadi karena adanya permohonan pemberian Hak 
Milik oleh pemohon dengan memenuhi prosedur dan persyaratan 
yang telah ditentukan oleh Badan Pertanahan Nasional. Hak milik 
yang terjadi disini semula berasal dari tanah negara. 
 
                                                             
23
  Urip Santoso, S.H., M.H., Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah, Kencana, Jakarta, 2007, 
hlm. 94. 
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c. Hak Milik terjadi karena ketentuan undang-undang 
Hak milik ini terjadi karena undang-undanglah yang 
menciptakannya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal I, Pasal II, 
Pasal VII ayat (1) ketentuan konversi UUPA. 
Konversi adalah perubahan status hak atas tanah sehubungan 
dengan berlakunya UUPA.
24
 Hak-hak atas tanah yang ditetapkan 
dalam UUPA. 
2. Hak Guna Usaha 
Ketentuan mengenai hak guna usaha disebutkan dalam Pasal 16 
ayat (1) huruf b UUPA. Secara khusus diatur dalam Pasal 28 ayat (1) 
UUPA yang dimaksud dengan hak guna usaha adalah untuk 
mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara, dalam 
jangka waktu sebagaimana tersebut dalam Pasal 29 UUPA, yaitu 
dalam jangka waktu paling lama 25 tahun dan untuk perusahaan yang 
memerlukan waktu yang lebih lama dapat diberikan jangka waktu 
selama 35 tahun dan dapat diperpanjang dengan jangka waktu 25 
tahun. 
Luas tanah hak guna usaha adalah untuk perseorangan luas 
minimalnya 5 hektar dan luas maksimalnya 25 hektar. Sedangkan 
untuk badan hukum luas minimalnya 5 hektar dan luas maksimalnya 
ditetapkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional (Pasal 28 ayat (2) 
UUPA jo Pasal 5 PP No. 40 Tahun 1996). 
                                                             
24
  Ibid, hlm. 95. 
38 
 
 
3. Hak Guna Bangunan 
Ketentuan mengenai hak guna bangunan diatur secara khusus 
dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 40 UUPA. Ketentuan lebih lanjut 
diatur dengan peraturan perundangan. Peraturan perundangan yang 
dimaksud disini adalah PP No. 40 tahun 1996, secara khusus diatur 
dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 38. 
Hak guna bangunan menurut Pasal 35 UUPA adalah hak untuk 
mendirikan dan mempunyai bangunan atas tanah yang bukan miliknya 
sendiri dengan jangka waktu paling lama 30 tahun dan dapat 
diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 tahun. 
4. Hak Pakai 
Pengertian hak pakai menurut Pasal 41 ayat (1) UUPA adalah 
sebagai berikut: 
“Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan atau 
memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara 
atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan 
kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya 
oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam 
perjanjian pengelolaan tanah, segala sesuatu asal tidak 
bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan undang-
undang ini”. 
 
5. Hak Sewa 
Pengertian hak sewa menurut Pasal 44 ayat (1) UUPA adalah 
seseorang atau suatu badan hukum mempunyai hak sewa atas tanah, 
apabila ia berhak mempergunakan tanah milik orang lain untuk 
keperluan bangunan, dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah 
uang sebagai sewa. 
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Hak atas tanah yang dapat disewakan kepada pihak lain adalah 
hak milik dan obyek yang disewakan oleh pemilik tanah kepada pihak 
lain adalah bukan tanah bangunan. 
6. Hak Atas Tanah yang Bersifat Sementara 
Hak-hak atas tanah yang bersifat sementara disebutkan dalam 
Pasal 16 ayat (1) Huruf h UUPA. Macam-macam haknya disebutkan 
dalam Pasal 53 UUPA, yang meliputi hak gadai (gadai tanah), hak 
usaha bagi hasil (perjanjian bagi hasil), menumpang, dan hak sewa atas 
tanah pertanian. Hak-hak atas tanah ini diatur dalam UUPA dan diberi 
sifat sementara, dalam waktu yang singkat diusahakan akan dihapus 
dikarenakan mengandung sifat-sifat pemerasan dan bertentangan 
dengan jiwa UUPA. Kenyataannya sampai saat ini tidak dapat 
dihapuskan dan yang dapat dilakukan adalah mengurangi sifat-sifat 
pemerasannya. 
E. Tinjauan Tentang Pp Nomor 224 Tahun 1961 
1. Tanah-tanah yang Dibagikan 
Berdasarkan Pasal 1 dalam peraturan ini, tanah-tanah yang 
akan dibagikan dalam pelaksanaan redistribusi tanah yaitu : 
a) Tanah-tanah yang selebihnya dari batas maksimum sebagaimana 
dimaksudkan dalam Undang-Undang No. 56 Prp tahun 1960 dan 
tanah-tanah yang jatuh pada negara, karena pemiliknya melanggar 
ketentuan-ketentuan Undang-Undang tersebut. 
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b) Tanah-tanah yang diambil oleh pemerintah karena pemiliknya 
bertempat tinggal di luar daerah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 yaitu tanah absentee. 
c) Tanah-tanah swapraja dan bekas swapraja yang telah beralih 
kepada negara, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Diktum 
Keempat huruf A Undang-Undang Pokok Agraria. 
d) Tanah-tanah lain yang dikuasai langsung oleh negara tanah-tanah 
lain, yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Kepala Badan 
Pertanahan Nasional. 
2. Pembagian Tanah dan Syaratnya 
Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mereka yang akan 
menerima redistribusi tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 
peraturan ini yaitu : 
1) Syarat Umum 
Petani yang menggarap atau buruh tani tetap yang 
berkewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kecamatan 
letak tanah yang bersangkutan dan kuat kerja dalam pertanian 
(Pasal 9 a PP No. 224 Tahun 1961). 
Menurut Boedi Harsono, mengingat rationya maka 
syaratnya tentang tempat tinggal masih diperlunak sesuai dengan 
ketentuan tanah absentee yaitu tidak ada keberatan jika petani 
penggarap berbatasan dengan tempat letak tanahnya, asal jarak 
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antara tempat tinggal penggarap dan tanah yang bersangkutan 
masih memungkinkan mengerjakan tanah tersebut secara efisien. 
2) Syarat Khusus 
Syarat khusus menurut prioritas sebagai berikut : 
a. Penggarap yang mengerjakan tanah yang bersangkutan. 
b. Buruh tani tetap pada bekas pemilik, yang mengerjakan tanah 
yang bersangkutan . 
c. Penggarap yang belum 3 tahun mengerjakan tanah yang 
bersangkutan. 
d. Penggarap yang mengerjakan tanah hak milik. 
e. Penggarap tanah-tanah yang oleh pemerintah diberi peruntukan 
lain. 
f. Penggarap yang tanah garapannya kurang dari 0,5 hektar. 
g. Pemilik yang luas tanahnya kurang dari 0,5 hektar. 
h. Petani atau buruh tani yang lain. 
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BAB III 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Letak Geografis 
1. Kondisi Wilayah Kecamatan Bantarbolang 
Kecamatan Bantarbolang merupakan salah satu kecamatan di 
Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah. Kecamatan Bantarbolang 
terletak di dataran tinggi dengan ketinggian kurang lebih 34 meter di 
atas permukaan laut. Luas wilayah di Kecamatan Bantarbolang yaitu 
139,19 Km
2
 dengan kepadatan penduduk sebesar 519,97 jiwa. Jarak 
dari Kabupaten Pemalang ke Kecamatan Bantarbolang kurang lebih 16 
Km dan jumlah desa /kelurahan di Kecamatan Bantarbolang sebanyak 
17 Desa/ Kelurahan dan salah satunya Desa Sambeng. Kecamatan 
Bantabolang memiliki topografi yang hampir keseluruhan adalah 
daerah dataran.  
2. Profil Desa Sambeng Kecamatan Bantarbolang 
Desa Sambeng adalah desa di Kecamatan Bantarbolang 
Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah. Desa yang terletak di 
sebelah timur sungai dan sebelah barat sungai terdapat 3 RW dan 12 
RT dan terbagi menjadi dua perdukuhan. Dukuh Sambeng Selatan dan 
Dukuh Sambeng Utara. Untuk Kantor Kepala Desa bertempat di 
Dukuh Sambeng Utara tepat di depan jalan utama Bantarbolang-
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Kalimas.
25
 Desa Sambeng memiliki luas wilayah 544 Ha yang terletak 
di antara 109.35169 BT dan -7.04965 LS dengan ketinggian 150.50 
meter di atas permukaan laut dengan batas wilayah sebagai berikut: 
Utara : Desa Glandang 
Timur : Desa Bantarbolang 
Selatan : Desa Pegiringan dan Desa Mangli 
Barat : Desa Kalitorong 
a. Visi dan Misi 
Berikut adalah Visi dan Misi Desa Sambeng Kecamatan 
Bantarbolang Kabupaten Pemalang. 
Visi Desa Sambeng “Terwujudnya Kebersamaan Dalam 
Membangun Demi Desa Sambeng Yang Lebih Maju”. 
Misi Desa Sambeng: 
 Pengembangan UMKM berbasis potensi Desa. 
 Peningkatan akses kelembagaan ekonomi lokal untuk 
menumbuhkan perekonomian masyarakat. 
 Membangun lembaga pengelola dan pengembangan ekonomi 
desa. 
 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya pada 
bidangan penguasaan Teknologi dan Informasi. 
 Meningkatkan pelayanan masyarakat yang prima, cepat dan 
berbasis Teknologi dan Informasi. 
                                                             
25
  Wikipedia, https://id.wikipedia.org/wiki/Sambeng,_Bantarbolang,_Pemalang, diakses 03-01-
2020  jam 23.34 WIB. 
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3. Profil Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang 
Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang merupakan lembaga 
pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan 
di bidang pertanahan, khususnya di Kabupaten Pemalang sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan. Kantor Pertanahan Kabupaten 
Pemalang beralamat di Jl. Pemuda No. 35 Pemalang dengan nomor 
telepon / fax (0284) 321115. 
a. Motto  
Motto Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang  “Menjadi lembaga 
yang bermanfaat bagi masyarakat, Pemda dan Dunia Usaha”. 
b. Visi dan Misi 
Visi Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang “Mewujudkan Tanah 
dan Pertanahan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. 
Misi Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang: 
1. Melayani masyarakat, Pemda dan Dunia Usaha di Bidang 
Pertanahan. 
2. Membangun sistem Informasi Pertanahan dengan Teknologi 
Elektronik. 
3. Mensertipikatkan seluruh bidang tanah di Kabupaten 
Pemalang. 
4. Membangun KKP, GeoKKP dan Memetakan setiap Bidang 
Tanah lengkap dengan Titik Koordinat. 
5. Melaksanakan Tertib Administrasi. 
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6. Melaksanakan Tertib Anggaran. 
7. Melaksanakan Tertib Perlengkapan. 
8. Melaksanakan Tertib Perkantoran. 
9. Melaksanakan Tertib Kepegawaian. 
10. Melaksanakan Tertib Disiplin Kerja. 
11. Melaksanakan Tertib Moral. 
12. Meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Pemalang 
melalui Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB). 
c. Jumlah Pegawai 
Jumlah pegawai di Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang 
sebanyak 93 orang, yang terdiri dari 36 orang Aparatur Sipil 
Negara dan 57 orang Pengawai Pemerintah Non Pegawai Negeri. 
Pegawai ASN di BPN Pemalang terdiri atas Pejabat Struktural 
sejumlah 18 orang dan Pejabat Fungsional sejumlah 18 orang. 
B. Redistribusi TOL Di Desa Sambeng 
Tanah merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang 
memiliki arti penting dalam kehidupan umat manusia. Manusia hidup dan 
tinggal di atas tanah dan memanfaatkan tanah untuk sumber kehidupan 
dengan menanam tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan makanan. 
Sedangkan pengertian tanah sendiri adalah permukaan bumi yang dalam 
46 
 
 
penggunaannya meliputi juga sebagian tubuh bumi yang ada dibawahnya 
dan sebagian dari ruang yang ada di atasnya.
26
  
Permasalahan mendasar yang dihadapi oleh bangsa Indonesia 
dalam rangka perwujudan keadilan sosial dan kesejahteraan umum antara 
lain kemiskinan struktural, pengangguran yang cukup tinggi dan 
ketimpangan distribusi pendapatan. Salah satu penyebab rangkaian 
permasalahan tersebut adalah kurangnya proporsionalitas penguasaan dan 
pemilikan tanah serta adanya ketidaksempurnaan akses tanah sebagai salah 
satu sarana atau modal yang belum dikelola dengan baik. 
Reforma agraria secara operasional didefinisikan sebagai penataan 
kembali sistem politik dan hukum pertanahan berdasarkan Pancasila, 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan di 
dalam implementasinya merupakan proses penyelenggaraan landreform 
atau asset reform dan acces reform secara bersama. 
Landreform menjadi jalan yang logis untuk mengatasi 
ketimpangan-ketimpangan penguasaan tanah yang terjadi selama ini serta 
merupakan sarana untuk menciptakan keadilan sosial dan kemakmuran 
yang telah diamanatkan oleh UUPA. Landreform merupakan upaya untuk 
menata kembali hubungan antara masyarakat dengan tanah. Hak-hak dasar 
masyarakat dipenuhi melalui pembukaan akses masyarakat yang lebih 
besar terhadap tanah sebagai sumber kesejahteraan, sehingga tercipta 
penguasaan dan pemilikan tanah yang berkeadilan. 
                                                             
26
  Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok 
Agraria Isi dan Pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta, 2005, hlm. 18. 
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Program landreform atau lebih populer dengan redistribusi tanah 
pertanian negara, secara singkat dapat didefinisikan sebagai kebijakan dan 
kegiatan pemerintah untuk mendistribusikan tanah-tanah pertanian negara 
kepada para petani gurem dan terutama petani penggarap yang tidak 
memiliki tanah. Jadi, obyek tanah redistribusi  atau tanah redis adalah 
tanah pertanian yang berstatus tanah negara dan telah dinyatakan secara 
resmi oleh pemerintah dan Badan Pertanahan Nasional sebagai obyek 
landreform. 
Sama halnya yang diungkapkan oleh Ibu Wihartini, S.SiT. selaku 
Kepala Subseksi Landreform dan Konsolidasi Tanah pada Kantor 
Pertanahan Kabupaten Pemalang yang mengatakan : 
“Yang dimaksud dengan redistribusi tanah ialah pembagian 
tanah-tanah yang dikuasai secara langsung oleh negara dan 
tanah tersebut merupakan obyek pengaturan penguasaan tanah 
(landreform) kepada para petani penggarap yang mengerjakan 
tanah tersebut yang memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan 
pada Pasal 8 dan 9 PP No. 224 Tahun 1961.” 
(wawancara tanggal 26 Desember 2019). 
Slamet Khasani selaku Kepala Desa Sambeng mengatakan bahwa : 
“Redistribusi tanah khususnya di Desa Sambeng Kecamatan 
Bantarbolang ini merupakan pembagian tanah Negara bebas 
yang dikuasai secara langsung oleh Negara kepada para petani 
yang telah mengerjakan tanah tersebut secara aktif, mengelola, 
menikmati dan menempati secara terus menerus tanpa ada 
keberatan dari orang lain sebagaimana sesuai dalam PP No. 
224 Tahun 1961.” 
(wawancara tanggal 3 Januari 2020). 
Zaeni Fadli, warga dusun I Desa Sambeng Kecamatan 
Bantarbolang, sebagai salah satu penerima hak atas tanah dari program 
redistribusi tanah mengatakan : 
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“Yang dimaksud dengan redistribusi tanah adalah pembagian 
tanah-tanah yang dikuasai oleh Negara kepada para petani 
yang mengerjakan tanah tersebut dengan diberikan sertipikat.” 
(wawancara tanggal 3 Januari 2020). 
Pembaruan reforma agraria yang minimal adalah pembagian tanah 
yang sering disebut dengan redistribusi tanah. Pembagian tanah atau 
redistribusi tanah merupakan strategi untuk menguraikan ketimpangan 
penguasaan dan pemilikan tanah serta untuk mengentaskan kemiskinan 
yang ada selama ini. Disamping itu pembagian tanah juga berkontribusi 
dalam menciptakan lapangan kerja dan menciptakan ketahanan pangan 
terutama di daerah pedesaan.  
Tidak semua tanah dapat diredistribusikan. Tanah-tanah yang 
dialokasikan untuk kegiatan redistribusi tanah obyek landreform harus 
clean and clear, baik secara fisik maupun yuridis. Maksud dari clean and 
clear adalah tanah-tanah yang diredistribusikan harus bebas dari sengketa 
atau tidak dalam sengketa. Tanah-tanah yang dibagikan menurut Petunjuk 
Pelaksanaan Kegiatan Landreform meliputi: 
a) Tanah obyek landreform yang belum pernah diredistribusikan 
meliputi: 
1) Tanah-tanah yang terkena ketentuan landreform yaitu berasal dari 
kelebihan maksimum, tanah absentee dan tanah bekas swapraja; 
2) Tanah-tanah yang ditegaskan menjadi obyek landreform. 
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b) Tanah obyek landreform yang telah diredistribusikan, namun 
penerima hak atas tanahnya tidak memenuhi kewajiban sebagai 
penerima redistribusi dan SK redistribusinya telah berusia 15 tahun, 
sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Negara Agraria / 
Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 11 Tahun 
1997 tentang Penertiban Tanah-Tanah Obyek Redistribusi 
Landreform. 
c) Tanah-tanah yang dikuasai langsung oleh negara yang akan 
ditegaskan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik 
Indonesia yaitu : 
1) Menurut Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No. 
S.K.30/Ka/1962 tentang Penegasan Tanah-tanah Yang Akan 
Dibagikan Dalam Rangka Pelaksanaan Landreform sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1 huruf D, PP No. 224 Tahun 1961; 
2) Menurut Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik 
Indonesia No. 25 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan 
Permohonan Penegasan Tanah Negara Menjadi Obyek Pengaturan 
Penguasaan Tanah/Landreform; 
d) Tanah di lokasi hasil kegiatan Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, 
Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T), yang berpotensi untuk 
ditindaklanjuti dalam kegiatan redistribusi tanah obyek landreform. 
Tanah-tanah yang diredistribusikan di Desa Sambeng adalah tanah 
yang masuk dalam kategori tanah negara bebas yang kemudian tanah 
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tersebut dikerjakan oleh para warga sekitar dan dijadikan sebagai tanah 
pertanian (lahan kering). Dalam pelaksanaan redistribusi tanah di Desa 
Sambeng ada sebanyak 100 bidang tanah yang diredistribusikan kepada 
petani penggarap. Jumlah luas secara keseluruhan ada ± 130.000 m
2.
 
Ada beberapa tahapan yang dilakukan dalam pelaksanaan program 
redistribusi tanah. Baik pada tingkat desa tempat dimana diadakannya 
pelaksanaan redistribusi tanah dan pada tingkat Kantor Pertanahan sebagai 
penyelenggara kegiatan redistribusi tanah obyek landreform. Kegiatan 
redistribusi tanah bukanlah kegiatan tunggal, yang secara garis besar 
terdiri dari serangkaian sub kegiatan yang meliputi kegiatan penegasan 
tanah negara menjadi obyek landreform (pra redistribusi), redistribusi 
tanah dan akses reform (pasca redistribusi).  
Pada tingkat desa, tahapan pelaksanaan redistribusi tanah adalah 
keikutsertaan Kepala Desa dalam pelaksanaan program redistribusi tanah 
adalah sebagai penanggung jawab pada tingkat desa. Ada beberapa 
tahapan yang dilakukan pada tingkat desa, antara lain : 
1) Desa dibentuk panitia terlebih dahulu yang terdiri dari perangkat desa; 
2) Kemudian Kepala Desa mengumumkan kepada warga (petani 
penggarap) bahwa akan diadakan program redistribusi tanah; 
3) Warga (petani penggarap) diminta untuk mendaftarkan diri dengan 
mengisi syarat-syarat dan diajukan oleh pemohon sendiri; 
4) Kepala Desa membuat surat keterangan yang diketahui oleh camat 
bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa; 
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Tahapan selanjutnya dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional 
Republik Indonesia sesuai dengan DIPA BPN Tahun Anggaran 2019, 
bahwa kegiatan redistribusi TOL berada di Kantor Wilayah BPN Provinsi. 
Namun, kegiatan ini dilaksanakan bersama antara Kantor Wilayah BPN 
Provinsi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Pada prinsipnya 
fungsi utama Kantor Wilayah BPN Provinsi adalah sebagai koordinasi, 
pembinaan dan pengawasan serta pengendalian (termasuk monitoring dan 
evaluasi), sedangkan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota adalah sebagai 
pelaksana di lapangan.  
Apabila diperlukan untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan, 
Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi dapat membentuk tim atau satuan 
tugas (satgas) baik di tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota 
yang merupakan gabungan dari berbagai bidang, dengan struktur dan 
jumlah SDM sesuai satuan tugas dan fungsi yang diperlukan. 
C. Pembahasan 
1. Pelaksanaan Redistribusi TOL Di Desa Sambeng 
Pelaksanaan kegiatan redistribusi TOL di Desa Sambeng 
Kecamatan Bantarbolang berdasarkan asal status tanah sebelumnya 
yaitu Tanah Negara dilaksanakan sesuai dengan buku Petunjuk 
Pelaksanaan Kegiatan Landreform yaitu sebagai berikut: 
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a. Persiapan dan Perencanaan 
Dalam kegiatan ini petugas redistribusi TOL melakukan 
persiapan dan perencanaan untuk melaksanakan tugasnya, 
diantaranya sebagai berikut: 
1) Penyusunan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) 
Penyusunan POK dilaksanakan oleh petugas di Kantor 
Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah, 
dikarenakan DIPAnya  juga berada di Kantor Wilayah Badan 
Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah; 
2) Koordinasi Persiapan dan Perencanaan Jadwal Kegiatan 
Setelah mendapat arahan, petunjuk dan perintah dari Kantor 
Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah, 
dilakukan rapat koordinasi yang diikuti oleh seluruh komponen 
yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan Redistribusi Tanah. 
Materi yang dibicarakan meliputi: kepastian usulan lokasi, 
target fisik, usulan pelaksana, jadwal kegiatan; 
b. Penetapan Lokasi 
Dalam penentuan usulan lokasi redistribusi yang nantinya 
akan ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan 
Nasional Provinsi Jawa Tengah, harus dipastikan bahwa lokasi 
dalam kondisi clear and clean. Hal-hal yang perlu mendapat 
perhatian dalam penetapan lokasi adalah: 
 Tanah Obyek Landreform lama harus diprioritaskan; 
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 Tanah Obyek Landreform yang telah diredistribusi tetapi 
penerima redistribusinya setelah jangka waktu 15 tahun lampau 
tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam Surat 
Keputusannya (Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala 
Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 1997 tentang 
Penertiban Tanah-Tanah Obyek Redistribusi Landreform); 
 Lokasi tidak masuk dalam kawasan hutan, pertambangan atau 
penguasaan pihak lain (HGU, HPL, dll) dan tidak tumpang 
tindih dengan lokasi kegiatan pertanahan lain (Prona, 
Konsolidasi Tanah, dll); 
 Sesuai dengan arahan dan fungsi Tata Ruang yang ada. 
Penentuan usulan pelaksana kegiatan Redistribusi yang 
nantinya akan ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan 
Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah, harus disesuaikan 
dengan tupoksinya (Penyuluhan, Identifikasi, Pengukuran dan 
Pemetaan, Seleksi, dll), jumlahnya juga disesuaikan dengan 
kebutuhan berdasarkan volume pekerjaan. 
c. Penyuluhan 
Kegiatan penyuluhan atau sosialisasi ini dilaksanakan di 
Kantor Desa Sambeng yang dilaksanakan oleh para Tim Penyuluh 
dari Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang yang dihadiri oleh 
para tokoh masyarakat, aparat Pemerintah Desa Sambeng dan 
Kecamatan Bantarbolang serta seluruh peserta redistribusi tanah. 
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Kegiatan penyuluhan ini dilaksanakan bertujuan untuk 
memberikan pemahaman dan penjelasan mengenai tahapan 
pelaksanaan kegiatan redistribusi tanah obyek landreform, manfaat 
dari kegiatan landreform dan sertipikat hak atas tanah. 
Kegiatan penyuluhan ini juga memberikan kesempatan 
kepada para peserta penyuluhan untuk bertanya dan mengomentari 
hal-hal yang dirasakan belum jelas pada saat sesi pemaparan materi 
penyuluhan oleh Tim Penyuluh dari Kantor Pertanahan Kabupaten 
Pemalang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan redistribusi tanah 
yang akan dilaksanakan di Desa Sambeng Kecamatan 
Bantarbolang. 
d. Pengukuran Bidang 
Setelah tahapan penyuluhan dilaksanakan dan disepakati 
mengenai jadwal pelaksanaan pengukuran bidang tanah antara 
masyarakat Desa Sambeng dan petugas Kantor Pertanahan 
Kabupaten Pemalang maka dilakukan pengukuran keliling dan 
pengukuran bidang tanah calon peserta kegiatan redistribusi tanah 
sesuai dengan alokasi target pelaksanaan kegiatan redistribusi tanah 
di Desa Sambeng sebanyak 100 bidang. 
Kegiatan pengukuran bidang dilaksanakan oleh petugas 
ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang dan didampingi oleh 
aparat Desa Sambeng dan seluruh masyarakat peserta kegiatan 
redistribusi tanah dan para pihak yang berbatasan. Kegiatan 
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pengukuran ini dilaksanakan pada bidang demi bidang dan secara 
transparan dengan disaksikan oleh para pihak yang berbatasan. 
e. Inventarisasi dan Identifikasi Subyek dan Obyek 
Tahapan ini dilaksanakan dengan maksud untuk mendata 
para penggarap dan para pemilik tanah dan mengumpulkan 
kelengkapan administrasi calon peserta kegiatan Redistribusi TOL 
berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, 
Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan alas haknya. 
Pelaksanaan tahapan  Inventarisasi dan Identifikasi Subyek 
dan Obyek dilaksanakan bersamaan dengan tahapan pengukuran 
bidang. Peserta kegiatan redistribusi tanah wajib melengkapi berkas 
permohonannya dengan kelengkapan administrasi yang telah 
dipersyaratkan. Kegiatan ini didampingi oleh aparat Desa Sambeng 
dan para tokoh masyarakat yang bertugas membantu petugas dalam 
memberikan informasi tambahan yang berkaitan dengan data 
yuridis setiap peserta kegiatan redistribusi tanah. 
Identifikasi Obyek lokasi kegiatan redistribusi tanah 
bertujuan untuk memastikan status tanah yang akan dijadikan 
obyek TOL adalah Tanah Negara dan tidak diklaim oleh pihak lain 
(clean and clear). 
f. Panitia Pertimbangan Landreform 
Penyelenggaraan landreform menjadi tugas dan tanggung 
jawab masyarakat dan pemerintah. Dalam rangka kelancaran 
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pelaksanaan tugasnya, pemerintah pada permulaan pelaksanaan 
landreform membentuk Panitia Landreform. Panitia ini dibentuk 
berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 131 Tahun 1961 dan 
kemudian disempurnakan dengan Keputusan Presiden Nomor 263 
Tahun 1964. 
Dalam pelaksanaan sehari-hari, mereka dibantu oleh sebuah 
panitia yang disebut Panitia Pertimbangan Landreform (PPL). 
Tugas panitia ini adalah memberi saran dan pertimbangan 
mengenai segala yang berhubungan mengenai segala yang 
berhubungan dengan penyelenggaraan landreform.  
Panitia Pertimbangan Landreform melaksanakan sidang di 
Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang sebagai kantor sekretariat 
PPL Kabupaten Pemalang dengan agenda membahas usulan lokasi 
yang telah diukur tersebut untuk ditetapkan menjadi Tanah Obyek 
Landreform dan memeriksa Surat Pelepasan Hak Atas Tanah oleh 
Desa kepada Negara. 
Sidang PPL dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kabupaten 
Pemalang yang dipimpin oleh Kepala Kantor Pertanahan 
Kabupaten Pemalang yang membahas tentang obyek tanah Negara 
yang telah diukur bidang tanahnya seluas 13 Ha yang terletak di 
Desa Sambeng Kecamatan Bantarbolang yang diberikan kepada 
para petani penggarap atas nama Umrohatun dan kawan-kawan 
sebanyak 100 KK atau 100 bidang tanah. 
57 
 
 
g. Penegasan Tanah Negara 
Hasil sidang Pantia Pertimbangan Landreform yang telah 
menetapkan obyek lokasi kegiatan redistribusi tanah tersebut 
sebagai tanah Negara untuk selanjutnya dilakukan usulan 
penegasan tanah Negara menjadi tanah obyek landreform. Usulan 
penegasan ini ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan 
Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah untuk selanjutnya 
diteruskan ke Kepala Badan Pertanahan Nasional Repubik 
Indonesia di Jakarta.  
Penegasan Tanah Negara menjadi obyek landreform di 
Desa Sambeng Kecamatan Bantarbolang ditetapkan dengan Surat 
Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah 
Nomor 159/KEP-33.NP.02.01/VI/2019 tanggal 24 Juni 2019, 
tentang Penegasan Tanah Yang Dikuasai Langsung Oleh Negara 
Menjadi Tanah Obyek Landreform di Kabupaten Pemalang. 
h. Seleksi Calon Penerima Tanah 
Proses seleksi calon penerima tanah dilakukan setelah Surat 
Keputusan tentang penegasan tanah Negara menjadi tanah obyek 
landreform diterbitkan. Seleksi calon penerima tanah dilakukan 
dengan memperhatikan daftar calon penerima tanah hasil 
inventarisasi. Tujuan proses ini adalah untuk meneliti dan 
memastikan calon penerima tanah benar-benar telah memenuhi 
persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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Kegiatan seleksi dilakukan oleh petugas Kantor Pertanahan 
Kabupaten Pemalang di Kantor Desa Sambeng dengan 
menghadirkan para pemilik bidang tanah. Hasil dari kegiatan 
seleksi calon penerima tanah di Desa Sambeng Kecamatan 
Bantarbolang ini menetapkan sebanyak 100 KK sebagai subyek 
peserta redistribusi tanah dengan jumlah bidang tanah sebanyak 
100 bidang. Berikut adalah daftar nama penerima sertipikat 
Redistribusi TOL Desa Sambeng Kecamatan Bantarbolang. 
Tabel 1. Penerima Sertipikat Redistribusi TOL Desa Sambeng. 
NO. NAMA  ALAMAT 
LUAS 
M² 
NO.HM 
1 UMROHATUN RT 05/02 604 1258 
2 TURPIATUN RT 01/01 856 1278 
3 SITI ANISAH 
PEMULIHAN RT 
10/05 
2108 1328 
4 DASMIAH RT 05/02 1483 1254 
5 RICKI FIRGIAWAN RT 05/02 1144 1294 
6 WAHUDI RT 05/02 1169 1260 
7 ROKHIMAH RT 05/02 1130 1323 
8 WASIH RT 04/02 1684 1256 
9 SUHEMI RT 012/03 1032 1265 
10 NASORI RT 05/02 1514 1264 
11 CARTAM RT 05/02 3388 1300 
12 CASIYEM RT 04/02 965 1296 
13 NUR HAYATI RT 01/01 1224 1236 
14 SALIMAH RT 05/02 1426 1272 
15 TARMOJO ROPIN RT 09/03 1607 1329 
16 ROIYAH RT 02/01 979 1297 
17 ROBIAH RT 011/03 1768 1331 
18 TARMI RT 06/02 1696 1326 
19 
NASIKHATUL 
KARIMAH 
RT 06/02 743 1277 
20 PONARI RT 01/01 1757 1309 
21 WIRJA RT 01/01 1316 1310 
59 
 
 
NO. NAMA  ALAMAT 
LUAS 
M² 
NO.HM 
22 SITI MAISAH RT 02/01 1139 1291 
23 KARNITI RT 02/01 370 1274 
24 DANURI RT 05/02 2533 1322 
25 SUTRIYO RT 011/03 861 1306 
26 JANATUN RT 04/02 1235 1330 
27 MARWARTI RT 01/01 1160 1268 
28 JAMILIN RT 010/02 1518 1324 
29 MUNTAMAH RT 01/01 966 1293 
30 DAKHIRIN RT 010/02 1247 1270 
31 YAMATUL RT 010/02 1142 1238 
32 WARSINAH RT 010/02 1737 1262 
33 SUGIYANTO RT 01/01 1775 1287 
34 SOPIYAH RT 01/01 1255 1237 
35 DRAJAT RT 03/01 865 1292 
36 SAMAI RT 05/02 1049 1266 
37 KADIS RT 05/02 1112 1319 
38 WAIMAH RT 011/03 1000 1251 
39 TARINAH RT 06/02 828 1239 
40 MUHORI RT 05/02 1428 1334 
41 KALRI RT 06/02 720 1286 
42 DRIYAH RT 02/01 826 1321 
43 RATMO RT 06/02 1343 1253 
44 TASRIYAH RT 02/01 1269 1303 
45 EVI SURAEDAH RT 03/01 860 1325 
46 YANTO RT 03/01 2963 1307 
47 RISTIANINGSIH RT 03/01 1934 1261 
48 SLAMET KHASANI RT 03/01 2335 1301 
49 TURIYAH RT 01/01 877 1318 
50 SAIROH RT 02/01 2110 1304 
51 
MOHAMAD HIRSAN 
SAUKI 
RT 02/01 1045 1249 
52 ZAENI FADLI RT 01/01 1126 1308 
53 ANWAR GHOJIN RT 01/01 1104 1317 
54 KASRI RT 01/01 904 1247 
55 FAHRUROJI RT 04/02 1878 1290 
56 DAMIRIN RT 05/02 2355 1288 
57 KAYUN RT 02/01 1558 1305 
58 ZAELANI RT 03/01 1499 1285 
59 KHOLID RT 06/02 1431 1332 
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NO. NAMA  ALAMAT 
LUAS 
M² 
NO.HM 
60 KHOERIYAH RT 010/02 1299 1240 
61 PURWANI RT 03/01 1226 1320 
62 SOLIHIN  RT 01/01 1532 1316 
63 SURYONO RT 04/02 1578 1276 
64 RAMINI RT 04/02 1577 1255 
65 SUYANTO RT 01/01 2548 1263 
66 WARYUNAH RT 01/01 1465 1271 
67 SUKARNO RT 05/02 1811 1252 
68 RIPAI RT 04/02 2302 1279 
69 MAHRON RT 03/01 2075 1245 
70 SLAMET RIYADI RT 09/03 1808 1314 
71 WATIM RT 05/02 2369 1250 
72 MUSTOFA RT 05/02 1282 1302 
73 ABDUL SOMAD RT 05/02 1129 1273 
74 CASMADI  RT 05/02 1898 1311 
75 SAHADI MANGLI RT 05/01 2387 1275 
76 MOKH. ISROPI RT 010/02 890 1241 
77 DULMANAP, SPDI 
KALIMAS RT 
01/01 
1665 1295 
78 UMI KULSUM S Pdi 
KALIMAS RT 
01/02 
1921 1242 
79 KANALI MANGLI RT 04/01 1069 1327 
80 SAPAR SODIK RT 010/02 1513 1257 
81 JAJULI RT 06/02 1783 1282 
82 ROCHMAT SALAM 
KEBONGEDE RT 
02/02 
1157 1267 
83 YAMIN RT 05/02 3599 1333 
84 MAEZUN RT 05/02 1052 1299 
85 RINTO  RT 04/02 1624 1289 
86 KHADARI RT 03/01 2226 1284 
87 BAHRUDIN RT 05/02 1758 1259 
88 DARKUMKI RT 05/02 1145 1281 
89 RASIMAH RT 01/02 1117 1313 
90 SUPARTI RT 03/01 1106 1246 
91 ALI KOMARUDIN RT 010/02 4090 1248 
92 USWATUN KHASANAH RT 010/02 4382 1315 
93 ALI KHAFIDIN RT 011/03 980 1312 
94 UMI FADILAH RT 01/01 721 1243 
95 ROHANUDIN RT 04/02 1331 1235 
96 PUJIATMO RT 03/01 1052 1269 
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NO. NAMA  ALAMAT 
LUAS 
M² 
NO.HM 
97 ALI FATKHIN RT 03/01 749 1283 
98 BUDI SANTOSO RT 06/02 2557 1244 
99 FATHURI RT 04/02 1871 1298 
100 SITI ALIYAH RT 03/01 1827 1280 
 
i. Penerbitan Surat Keputusan Redistribusi Tanah Obyek Landreform 
Sesuai dengan Peraturan Kepala BPN RI Nomor 1 Tahun 
2011 jo Peraturan Kepala BPN RI Nomor 3 Tahun 2012, Kepala 
Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang menerbitkan Surat 
Keputusan Redistribusi Tanah. Surat Keputusan Redistribusi 
disiapkan oleh Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan.  
Dalam Surat Keputusan wajib dicantumkan catatan “Bidang-
bidang tanah hak milik tersebut tidak boleh dialihkan hak atas 
tanahnya baik sebagian atau seluruhnya dalam jangka waktu 10 
tahun, kecuali kepada pihak yang memenuhi persyaratan dengan 
persetujuan tertulis dari  Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten 
Pemalang”. Output berupa Surat Keputusan Kepala Kantor 
Pertanahan Kabupaten Pemalang Nomor 24/HM/BPN.33.27/2019 
tanggal 02 Juli 2019. 
j. Penerbitan dan Penyerahan Sertipikat Hak Atas Tanah 
Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah tersebut 
selanjutnya didaftarkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang 
untuk segera diterbitkan Sertipikat Hak Atas Tanahnya dan 
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diserahkan kepada masing-masing penerima sertipikat Hak Atas 
Tanah secara kolektif. 
2. Kendala-Kendala dan Solusi Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan 
Redistribusi TOL di Desa Sambeng 
Pelaksanaan redistribusi TOL di Desa Sambeng Kecamatan 
Bantarbolang tidak luput dari kendala yang terjadi, diantaranya yaitu : 
1. Pemahaman masyarakat (petani atau penggarap) tentang kegunaan 
serta tujuan sertipikat sebagai alat bukti hak atas tanah masih 
rendah. Hal ini masih terbukti pada saat petugas melakukan 
identifikasi subyek dan obyek, masih banyak yang tidak bersedia 
bahkan menolak untuk mensertipikatkan tanahnya. Masyarakat 
beranggapan bahwa tanah yang dikuasai atau dimilikinya tidak 
memerlukan sertipikat karena tanpa sertipikat masyarakat disekitar 
mengetahui bahwa tanah tersebut dikuasai atau dimiliki oleh 
masyarakat daerah itu sendiri, karena masyarakat yang menguasai 
tanah tersebut menggarap dan menguasakan sendiri aktif, sehingga 
dapat  menjadi bukti bahwa mereka telah memiliki tanah tersebut. 
2. Inventarisasi belum dilaksanakan sepenuhnya terhadap para 
penggarap yang akan menjadi calon penerima redistribusi, sehingga 
banyak yang berkaitan dengan ketepatan sasaran. Program 
redistribusi tanah didesain untuk buruh tani atau petani penggarap 
dengan tujuan tanah-tanah tersebut bisa dimanfaatkan untuk 
meningkatkan penghasilan masyarakat miskin.
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BAB IV 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan 
sesuai dengan rumusan masalah bahwa : 
1. Tanah memiliki arti yang sangat penting dalam kehidupan manusia 
dan merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita 
berkewajiban untuk menjaga dan melestarikannya, yang mana luas 
tanah itu tetap tidak akan bertambah melainkan akan semakin sempit 
dengan semakin banyaknya jumlah penduduk yang menghuninya, 
sehingga diperlukan jaminan kepastian hokum dalam kepemilikannya. 
2. Mengenai redistribusi tanah, pemerintah telah mengeluarkan 
peraturan-peraturan yang mengatur kebijakan tersebut yaitu 
redistribusi tanah diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 
Tahun 1960 yang merupakan peraturan dasar pokok-pokok agrarian 
termasuk pasal-pasal di dalamnya, Undang-Undang Dasar 1945 dalam 
Pasal 33 ayat (3), Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960, dan 
Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 jo. No. 41 Tahun 1964. 
3. Kegiatan Redistribusi Tanah Obyek Landreform melibatkan banyak 
pihak, dalam hal ini Kantor Pertanahan yang memprakarsai kegiatan 
dari awal pelaksanaan sampai akhir yaitu diterbitkannya sertipikat. 
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B. Saran 
1. Perlu adanya pembinaan dan sosialisasi secara terpadu dan terus 
menerus kepada para petani penerima sertipikat redistribusi tanah 
dengan instansi terkait lainnya, dalam rangka peningkatan taraf hidup 
petani penerima Hak Milik Redistribusi Tanah. 
2. Peran dari Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota untuk mengadakan 
penataan, pembagian tanah serta menertibkan Sertipikat Hak Milik 
kepada para petani yang berhak menerima redistribusi tanah. 
3. Untuk lebih sering melakukan monitoring dan evaluasi terhadap 
penyelesaian kegiatan Redistribusi Tanah. 
4. Pelaksanaan redistribusi TOL yang telah berjalan dengan baik 
disarankan untuk dipertahankan atau ditingkatkan untuk kegiatan-
kegiatan bidang pertanahan lainnya demi membangun kesejahteraan 
masyarakat. 
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